
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : 410/Kpts-II/2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 123/Kpts-II/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN
MENTERI KEHUTANAN,
Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;



b.
bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna, serta merumuskan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen kehutanan.

Mengingat
:
1.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;



2.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002;



3.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 289/M Tahun 2000 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/M Tahun 2001.

Memperhatikan
:
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor 311/M.PAN/9/03 tanggal 24 September 2003.

M E M U T U S K A N :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 123/KPTS-II/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEHUTANAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, diubah sehingga berbunyi:
1. Ketentuan Pasal 608 sampai dengan Pasal 611 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 608
Bagian Kerjasama Penelitian dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerjasama penelitian, data dan informasi, serta perpustakaan di lingkungan Badan.
Pasal 609
a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Bagian Kerjasama Penelitian dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
b. Pelaksanaan urusan administrasi kerjasama penelitian dalam negeri dan luar negeri;
c. Pelaksanaan urusan pengelolaan data dan informasi penelitian dan pengembangan;
d. Pelaksanaan urusan pengelolaan perpustakaan.
Pasal 610
a. Bagian Kerjasama Penelitian dan Informasi terdiri dari :
b. Subbagian Kerjasama Penelitian;
c. Subbagian Data dan Informasi;
d. Subbagian Perpustakaan.
(1) Pasal 611
(2) Subbagian Kerjasama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kerjasama penelitian dalam negeri dan luar negeri;
(3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, statistik dan penyajian informasi hasil penelitian dan pengembangan kehutanan;
(4) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan perpustakaan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
2. Ketentuan Pasal 619 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 619
Bidang Pelayanan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian, tindak lanjut hasil penelitian, perakitan teknologi, komunikasi dan penyaluran/ diseminasi hasil penelitian, pelaksanaan perlindungan hak hasil penelitian, pengelolaan hutan penelitian/ wanariset serta pemberian saran kebijakan di bidang hutan dan konservasi alam.
3. Ketentuan Pasal 623 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1) Pasal 623
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, pengelolaan pengawasan laboratorium, dan pelaporan pusat;
(3) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Program dan Evaluasi.
4. Ketentuan Pasal 635 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1) Pasal 635
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, pengelolaan pengawasan laboratorium, dan pelaporan pusat;
(3) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Program dan Evaluasi.
5. Ketentuan Pasal 643 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 643
Bidang Pelayanan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian, tindak lanjut hasil penelitian, perakitan teknologi, komunikasi dan penyaluran/ diseminasi hasil penelitian, pelaksanaan perlindungan hak hasil penelitian, pengelolaan hutan penelitian/ wanariset serta pemberian saran kebijakan di bidang bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan.
6. Ketentuan Pasal 646 dan Pasal 647 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 646
(1) Subbidang Publikasi dan Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi, dokumentasi, komunikasi dan penyaluran/ diseminasi hasil penelitian, pelaksanaan seminar dan pameran, serta penyelenggaraan perpustakaan;
(2) Subbidang Pemanfaatan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perakitan/ alih teknologi, perlindungan hak hasil penelitian, serta pengelolaan hutan penelitian/ wanariset penyusunan saran kebijakan di bidang bioteknologi dan pemuliaan tanaman hutan, dan perumusan kriteria dan standar hasil penelitian.
(1) Pasal 647
(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, pengelolaan pengawasan laboratorium, dan pelaporan pusat;
(3) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara admnistratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Program dan Evaluasi.
7. Ketentuan Pasal 659 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 659
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, pengelolaan pengawasan laboratorium, dan pelaporan pusat;
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Bidang Program dan Evaluasi.
8. Ketentuan Pasal 661 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 661
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis-jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal II
(1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : J A K A R T A 
Pada tanggal : 9 Desember 2003
MENTERI KEHUTANAN,

ttd. 

MUHAMMAD PRAKOSA
